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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VIl DPR RI
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan PV
Jenis Rapat . Rapat Kerja
Dengan . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat . Terbuka
Hari, tanggal . Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat . Ruang Rapat Komisi VIl DPR RI Gedung Nusantara | Lt 1
Ketua Rapat . H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA
(Ketua Komisi VIl DPR RI/F.Gerindra)

Sekretaris Rapat . Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota . Orang dari 47 Orang Anggota Komisi VIl DPR-RI

4 Orang Anggota Komisi VII DPR Rl izin
Hadir Pemerintah . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rl
Acara : 1. Pembahasan Asumsi Dasar dalam KEM — PPKF

RAPBN TA. 2019
2. Penetapan Asumsi Dasar RAPBN TA. 2019
3. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L RAPBN TA. 2019
4. Penetapan RKA-K/L dan RKP K/L dalam RAPBN TA.
2019
5. Lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIl DPR Rl pada Hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018
dibuka pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIl DPR Rl H.
Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VIi DPR RI
dengan acara:

Pembahasan Asumsi Dasar dalam KEM — PPKF RAPBN TA. 2019

Penetapan Asumsi Dasar RAPBN TA. 2019

Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L RAPBN TA. 2019 )

Penetapan RKA-K/L dan RKP K/L dalam RAPBN TA. 2019 ; /

Lain-lain ;
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II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VIl DPR Rl memahami penjelasan dari Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Rl terkait Asumsi Dasar dalam KEM-PPKF RAPBN TA. 2019
sektor ESDM, kemudian akan dilakukan pendalaman lebih lanjut pada Rapat
Dengar Pendapat dengan Eselon | Kementerian ESDM RI:

F 3 1. licP ~ Us$Barrel 60- 70
2. | Lifting Migas RIBUIBBERE#| l=aa= 4102
8. Produksi/Lifting minyak bumi | RibuBOPD 722 — 805
b. Produksi/Lifting gas bumi Ribu BOEPD 1.210 - 1.3001
Cost recovery US$ Miliar 10 - 11
3. | Volume BBM dan LPG
bersubsidi
E a. Volume BBM Bersubsidi Juta Kl 16,00 - 17,18
- Minyak Tanah | Juta Kl 0,59-0,65"
~Minyak Solar , Jua Ki 16,17 — 16,53
b. Volume LPG 3 Kg Juta Ton 6,825- 6,978
= 4, (S(;g?gin-rfé?p Minyak Solar Rp./Liter 1500 - 2000
5. | Subsidi Listrik Rp. Triliun 53,96 — 58,902

1) Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2019
2) Asumsi Kurs Rp. 14.000/USD, ICP 70 USD/barrel dan inflasi 3,5%

2. Komisi VIl DPR Rl memahami penjelasan pagu indikatif Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Rl pada RAPBN TA. 2019 kemudian akan
dilakukan pendalaman pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon |
Kementerian ESDM Rl terkait dengan penurunan jumlah anggaran
Kementerian ESDM TA. 2019.
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. UNIT: P PROGRAM S Anggaran. igp;ngéﬁgf
e e e = APBN2(18a RSt
Dukungan Manajemen
Setjen & Pelaksanaan Tugas 351,974 392.50
Teknis Lainnya KESDM
Pengawasan &
Peningkatan

ien Akuntabilitas Aparatur BRI, 2.0
KESDM
e . Pengelolaan dan
Ditjen Migas Penyediaan Migas 1.729,97 1.337.35
Ditjen Gatrik Pengelolaan 141,27 119,05

Ketenagalistrikan
Pembinaan dan

Ditjen Minerba Pengusahaan Mineral 364,57 355,99
dan Batubara :
Dukungan Manajemen
Setjen DEN & Pelaksanaan tugas 57,12 42 32
teknis lainnya DEN
Penelitian dan ,

Balitbang Pengembangan Kemen 566,95 431,29
ESDM
Pengembangan SDM
BPSDM Kemen ESDM 439,42 466,70
Bageol Penelitian, Mitigasi & 859 82 856,06

Pelayanan Geologi

Pengelolaan Energi ‘
Ditien EBTKE Baru Terbarukan dan 1.722.22 1.423.70
: Konservasi Energi
Pengaturan &
Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM &
Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa

183,36 237,22

BPH Migas

3. Komisi VIl DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk pembahasan
dan penetapan anggaran SKK Migas dilaksanakan di Komisi VIl DPR RI
agar sejalan dengan fungsi penganggaran dan pengawasan sektor ESDM
yang menjadi tugas dan kewenangan Komisi VIl DPR RI.

4. Komisi VIl DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI terkait dengan
pembahasan subsidi tetap minyak solar dilakukan melalui Rapat Dengar
Pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas -
dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
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5. Komisi VIl DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI terkait dengan
pembahasan subsidi listrik akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Dirjen Ketengalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama

PT PLN (Persero).

III. PENUTUP
Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB

Jakarta, 5 Juni 2018

MENTERI ENERGI
KETUA RAPAT,

DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

IGNASIUS JONAN H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA




